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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Penyelesaian yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah 

berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan 

lancar sesuai dengan permohonan, sehingga dapat menemukan subjek hak 

yang baru sesuai dengan kepastian hukum. Permohonan yang masuk 

kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pemeriksaan 

lapangan dan gelar perkara. Hal tersebut guna mendapatkan surat keputusan 

dari Kepala Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran 

SK Pembatalan Sertipikat. 

2) Kendala dalam penyelesaian pembatalan sertipikat yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap yaitu, bidang tanah yang menjadi perkara tersebut tidak 

dikuasai secara fisik oleh pemohon pendaftaran pembatalan sertipikat, petugas 

loket Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang kurang teliti dalam 

pemeriksaan berkas permohonan, sertipikat hak milik tidak dapat diserahkan 

karena dipegang oleh pihak tergugat, pemohon belum tahu prosedur 
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pendaftaran, mengenai amar putusan yang tidak menegaskan secara lugas, 

pemohon belum tahu tahapan atau prosedur pendaftaran, serta kurang 

pahamnya petugas penerima berkas dan petugas entri data. 

B. Saran 

Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran: 

1) Masyarakat harus berperan aktif dan memberikan data yang sejujur-jujurnya 

dalam pendaftaran tanah dan sertifikat hak atas tanah. Masyarakat juga harus 

ikut serta dalam tertib administrasi pertanahan dengan memberikan 

konfirmasi perkembangan dari tanah tersebut. 

2) Perlunya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten dalam hal kemampuan dan keahlian di bidang hukum dan 

kajiannya yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya di bidang 

pertanahan. Serta perlunya kecermatan dan ketelitian dalam pencegahan dan 

pengawasan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat agar tidak terjadi 

permasalahan di kemudian hari. 
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